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ABSTRAKSI 

 

  Dalam penulisan skripsi ini, penulis bermaksud untuk mengetahui 

perlindungan hukum bagi PT X akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan 

oleh Petani Y dalam pelepasan hak atas tanah dan juga untuk mengetahui upaya 

hukum yang dapat dilakukan oleh PT X akibat perbuatan melanggar hukum yang 

dilakukan oleh Petani Y dalam pelepasan hak atas tanah. Dalam penelitian ini 

menggunakan metode yuridis normatif yaitu penelitian menggunakan pendekatan 

kasus yang disertai dengan undang-undang. Sumber yang diperoleh dari literature 

dan perundang-undangan yang berlaku. 

  Terdapat dua bentuk perlindungan hukum yakni perlindungan hukum 

preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum bagi PT X selaku 

pemegang Hak Guna Bangunan ini terletak pada sertifikat hak atas tanah, dan 

sertifikat hak atas tanah akan didapatkan apabila hak atas tanah tersebut didaftarkan 

sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat 1 Undang-undang No. 5 Tahun 1960 Tentang 

Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang kemudian disempurnakan dalam 

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Dalam kasus 

ini upaya hukum yang dapat ditempuh oleh PT X akibat perbuatan melanggar hukum 

yang dilakukan oleh Petani Y dapat melalui jalur non litigasi yaitu mediasi di Kantor 

Pertanahan Daerah Setempat terlebih dahulu, apabila tidak terjadi kesepakatan untuk 

berdamai maka dapat diselesaikan dengan jalur litigasi (Pengadilan). 

 

Kata kunci : Perbuatan Melanggar Hukum 
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